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Tentang ICCRP yang menetapkan Mantan 

Presiden RI Jokowi sebagai koruptor nomor 3 

dunia. 

 

 

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) 

adalah organisasi jurnalisme investigasi yang berfokus pada 

pemberitaan mengenai kejahatan terorganisir dan korupsi di 

seluruh dunia. Setiap tahun, OCCRP memilih "Person of the Year in 

Organized Crime and Corruption" untuk menyoroti individu yang 

dianggap memiliki dampak signifikan dalam kejahatan terorganisir 

dan korupsi. 

Pada tahun 2024, OCCRP menobatkan Bashar al-Assad, mantan 

Presiden Suriah, sebagai "Person of the Year". Selain itu, OCCRP 

juga merilis daftar finalis yang mencakup beberapa tokoh lain, 

termasuk mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Nama 

Jokowi masuk dalam daftar finalis bersama dengan Presiden Kenya 

William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan 

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India 

Gautam Adani.  

Suara 

Menurut OCCRP, meskipun tidak ada bukti bahwa Jokowi terlibat 

dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa 

jabatannya, pemerintahannya dikritik karena melemahkan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan merusak lembaga pemilihan 

umum serta peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi 

politik putranya, Gibran Rakabuming, yang kini menjabat sebagai 

Wakil Presiden di bawah Presiden Prabowo Subianto.  

Suara 

https://www.suara.com/lifestyle/2025/01/02/172247/daftar-orang-terkorup-dunia-versi-occrp-dari-tahun-ke-tahun-jokowi-masuk-jajaran-finalis-2024?utm_source=chatgpt.com
https://www.suara.com/tekno/2025/01/03/082652/jokowi-masuk-daftar-tokoh-paling-korup-di-dunia-occrp-singgung-gibran?utm_source=chatgpt.com
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Menanggapi hal ini, Jokowi menyatakan bahwa tuduhan tersebut 

merupakan fitnah dan framing jahat tanpa bukti. Ia menegaskan 

bahwa selama ini banyak tuduhan tanpa dasar yang dialamatkan 

kepadanya.  

Sindonews Nasional 

Perlu dicatat bahwa OCCRP adalah organisasi independen yang 

menerima nominasi dari pembaca, jurnalis, dan juri dalam jaringan 

globalnya. Penentuan finalis didasarkan pada jumlah suara 

terbanyak yang diterima, dan pemenang dipilih oleh panel juri ahli.  

Suara 

Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Paling Korup Versi OCCRP 

 

The Australian 

Indonesia's Widodo 'among world's most corrupt leaders' 

8 hari yang lalu 

 

 

Penetapan mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), 

sebagai salah satu finalis "koruptor dunia" versi OCCRP pada tahun 

2024 menimbulkan berbagai reaksi di Indonesia. Meskipun tidak 

ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa Jokowi melakukan 

korupsi untuk keuntungan pribadi, kritik utama terhadap 

pemerintahannya mencakup: 

1. Pelemahan KPK: Selama masa jabatan Jokowi, Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi berbagai tantangan, 

termasuk revisi Undang-Undang KPK yang dianggap mengurangi 

independensi dan efektivitas lembaga tersebut. Hal ini menjadi 

https://nasional.sindonews.com/read/1510643/12/7-fakta-tentang-masuknya-jokowi-ke-daftar-finalis-pemimpin-terkorup-dunia-2024-1735647135?utm_source=chatgpt.com
https://www.suara.com/lifestyle/2025/01/02/172247/daftar-orang-terkorup-dunia-versi-occrp-dari-tahun-ke-tahun-jokowi-masuk-jajaran-finalis-2024?utm_source=chatgpt.com
https://www.theaustralian.com.au/world/indonesian-former-president-joko-widodo-among-worlds-most-corrupt-leaders/news-story/511d2518fe02e6fbaae7cd4ca26dd89e?utm_source=chatgpt.com
https://www.theaustralian.com.au/world/indonesian-former-president-joko-widodo-among-worlds-most-corrupt-leaders/news-story/511d2518fe02e6fbaae7cd4ca26dd89e?utm_source=chatgpt.com
https://www.theaustralian.com.au/world/indonesian-former-president-joko-widodo-among-worlds-most-corrupt-leaders/news-story/511d2518fe02e6fbaae7cd4ca26dd89e?utm_source=chatgpt.com
https://www.theaustralian.com.au/world/indonesian-former-president-joko-widodo-among-worlds-most-corrupt-leaders/news-story/511d2518fe02e6fbaae7cd4ca26dd89e?utm_source=chatgpt.com
https://www.theaustralian.com.au/world/indonesian-former-president-joko-widodo-among-worlds-most-corrupt-leaders/news-story/511d2518fe02e6fbaae7cd4ca26dd89e?utm_source=chatgpt.com
https://www.theaustralian.com.au/world/indonesian-former-president-joko-widodo-among-worlds-most-corrupt-leaders/news-story/511d2518fe02e6fbaae7cd4ca26dd89e?utm_source=chatgpt.com
https://www.theaustralian.com.au/world/indonesian-former-president-joko-widodo-among-worlds-most-corrupt-leaders/news-story/511d2518fe02e6fbaae7cd4ca26dd89e?utm_source=chatgpt.com
https://www.theaustralian.com.au/world/indonesian-former-president-joko-widodo-among-worlds-most-corrupt-leaders/news-story/511d2518fe02e6fbaae7cd4ca26dd89e?utm_source=chatgpt.com
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salah satu dasar tuduhan bahwa pemerintah Jokowi mengurangi 

upaya pemberantasan korupsi. 

2. Dinasti Politik: OCCRP menyoroti pengaruh Jokowi dalam 

mendukung karier politik putranya, Gibran Rakabuming, yang 

dinilai menguntungkan secara politik. Gibran terpilih sebagai Wakil 

Presiden mendampingi Prabowo Subianto, yang sebelumnya 

adalah rival politik Jokowi. 

3. Kerusakan Demokrasi: Ada tuduhan bahwa pemerintahan Jokowi 

merusak lembaga-lembaga demokrasi seperti badan pemilu dan 

peradilan. Kritik ini berfokus pada dugaan bahwa kebijakan dan 

tindakan pemerintah dirancang untuk mempermudah agenda 

politik tertentu. 

Reaksi Publik dan Pemerintah 

Publik di Indonesia terpecah dalam menanggapi keputusan 

OCCRP. Para pendukung Jokowi menilai tuduhan ini sebagai upaya 

mencemarkan nama baik mantan presiden yang telah 

berkontribusi besar dalam pembangunan infrastruktur dan 

ekonomi. Di sisi lain, kelompok oposisi memanfaatkan laporan ini 

untuk mengkritik pemerintahan Jokowi. 

Pihak pemerintah Indonesia sendiri membantah keras laporan 

OCCRP, menyebutnya sebagai fitnah yang tidak berdasar. Mereka 

menegaskan bahwa banyak kebijakan Jokowi yang justru bertujuan 

memperkuat demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Pentingnya Perspektif Kritis 

Meski laporan OCCRP mendapat perhatian luas, penting untuk 

memahami bahwa laporan tersebut tidak selalu didasarkan pada 

fakta hukum yang dapat diuji di pengadilan. OCCRP menggunakan 

pendekatan jurnalisme investigasi, dan sering kali narasi yang 

diangkat bersifat interpretatif. 

Dalam situasi ini, publik dan akademisi di Indonesia diharapkan 

untuk mengevaluasi informasi secara kritis dan mengutamakan 

data yang obyektif dalam menilai kredibilitas tuduhan terhadap 
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tokoh publik. Hal ini juga menegaskan pentingnya transparansi 

dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. 

 

Dampak Isu terhadap Citra Jokowi dan Indonesia 

1. Citra Jokowi di Dalam Negeri: Tuduhan yang dilemparkan 

OCCRP telah menciptakan gelombang opini di dalam negeri. 

Pendukung Jokowi menekankan keberhasilannya dalam 

pembangunan infrastruktur dan stabilitas ekonomi selama masa 

pemerintahannya. Namun, kelompok oposisi melihat ini sebagai 

peluang untuk mengkritik potensi dinasti politik dan kelemahan 

dalam reformasi hukum, terutama terkait pemberantasan korupsi. 

2. Citra Indonesia di Mata Internasional: Masuknya nama Jokowi 

dalam daftar OCCRP dapat berdampak pada persepsi global 

terhadap komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi. Hal ini 

menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menunjukkan 

upaya yang lebih tegas dalam memperbaiki tata kelola 

pemerintahan dan memperkuat lembaga pemberantasan korupsi. 

3. Respon Masyarakat Sipil: Organisasi masyarakat sipil seperti ICW 

(Indonesia Corruption Watch) dan Transparency International 

Indonesia telah menyerukan agar pemerintah meningkatkan 

transparansi dan independensi lembaga anti-korupsi. Mereka juga 

mendorong adanya penyelidikan yang lebih mendalam terkait 

tuduhan yang muncul. 

4. Dinamika Politik: Di tengah memanasnya isu ini, muncul spekulasi 

bahwa tuduhan tersebut dapat memengaruhi dinamika politik 

nasional, terutama menjelang pemilu berikutnya. Dinasti politik 

yang dikhawatirkan oleh sebagian pihak dianggap sebagai 

ancaman bagi demokrasi, meskipun Jokowi telah menyatakan 

komitmennya untuk mendukung proses demokrasi yang adil. 

Tantangan yang Harus Dihadapi 

1. Pemulihan Kepercayaan Publik: Pemerintah dan mantan presiden 

Jokowi perlu menghadirkan narasi yang kuat untuk memulihkan 

kepercayaan publik, baik di dalam negeri maupun di tingkat 

internasional. 



Rudy C Tarumingkeng: Organized Crime and Corruption Reporting Project 

(OCCRP) – Tinjauan Akademik 

6 

2. Penguatan Kelembagaan: Mengembalikan integritas KPK dan 

memperbaiki kelembagaan demokrasi di Indonesia menjadi tugas 

yang mendesak. Hal ini diperlukan untuk menunjukkan komitmen 

serius dalam memerangi korupsi dan menjaga keadilan. 

3. Komunikasi Internasional: Pemerintah Indonesia perlu 

memanfaatkan forum internasional untuk memberikan klarifikasi 

dan memperkuat citra positif negara. Langkah ini penting untuk 

menjaga reputasi Indonesia di mata dunia, khususnya di antara 

investor dan mitra strategis. 

4. Peningkatan Partisipasi Publik: Partisipasi masyarakat dalam 

mengawasi pemerintahan juga harus ditingkatkan. Dengan adanya 

transparansi yang lebih baik, publik dapat berperan dalam 

mendorong kebijakan yang pro-keadilan dan anti-korupsi. 

Penutup 

Kasus ini menjadi pengingat bahwa isu korupsi tetap menjadi 

perhatian utama di Indonesia. Terlepas dari posisi Jokowi dalam 

daftar OCCRP, penting bagi semua pihak untuk mendorong 

transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Sebuah negara 

yang kuat adalah negara yang mampu belajar dari kritik dan 

memperbaiki diri untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang 

lebih baik di masa depan. 

 

 

Perspektif Hukum dan Etika dalam Isu OCCRP 

1. Validitas Tuduhan OCCRP 

Tuduhan yang berasal dari laporan OCCRP harus ditinjau melalui 

perspektif hukum yang adil. Hingga saat ini, tidak ada bukti hukum 

atau dakwaan resmi yang menyebutkan bahwa Jokowi secara 

langsung terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, 

tuduhan yang dilemparkan lebih bersifat opini atau interpretasi 

berdasarkan analisis lembaga jurnalisme investigasi. Hal ini penting 

untuk diingat agar tidak terjadi penghakiman tanpa dasar hukum 

yang kuat. 
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2. Aspek Etika dalam Kepemimpinan 

Meskipun tidak ada bukti korupsi pribadi, kritik terhadap 

kepemimpinan Jokowi mencakup aspek etika, seperti isu 

pelemahan KPK, dinamika dinasti politik, dan pengelolaan 

lembaga-lembaga demokrasi. Aspek ini mengangkat pertanyaan 

penting tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya 

bertindak dalam menjaga integritas pribadi dan kelembagaan, 

serta bagaimana mereka membangun kepercayaan masyarakat. 

3. Dampak terhadap Institusi Hukum dan Demokrasi 

OCCRP menyoroti pelemahan institusi hukum seperti KPK dan 

lembaga peradilan. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi 

reformasi yang terjadi selama masa jabatan Jokowi. Apakah 

perubahan yang dilakukan bertujuan memperbaiki tata kelola, atau 

justru memberikan ruang untuk kepentingan politik tertentu? 

Analisis mendalam terhadap kebijakan yang diterapkan menjadi 

krusial untuk memastikan keadilan dan transparansi. 

 

Kritik dan Solusi: Langkah Menuju Tata Kelola yang Lebih Baik 

1. Revitalisasi Lembaga Pemberantasan Korupsi 

Reformasi terhadap KPK dan lembaga anti-korupsi lainnya perlu 

dilakukan untuk mengembalikan independensi dan efektivitas 

mereka. Pemerintah selanjutnya harus berkomitmen memperkuat 

kapasitas lembaga ini dengan menjamin kebebasan dari intervensi 

politik. 

2. Transparansi dalam Proses Politik 

Isu dinasti politik menjadi sorotan dalam laporan OCCRP, yang 

menimbulkan pertanyaan tentang netralitas dan keadilan dalam 

proses pemilu di Indonesia. Pemerintah harus mendorong 

transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan untuk 

memastikan bahwa semua kandidat memiliki kesempatan yang 

sama tanpa pengaruh keluarga atau afiliasi politik tertentu. 

3. Pendidikan Anti-Korupsi 

Selain reformasi kelembagaan, pendidikan anti-korupsi harus 

ditanamkan sejak dini di masyarakat. Dengan meningkatkan 
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kesadaran publik tentang pentingnya integritas, masyarakat dapat 

berperan aktif dalam mengawasi dan mendorong pemerintah 

untuk bertindak jujur dan transparan. 

4. Reformasi Hukum yang Berkelanjutan 

Indonesia perlu memperbaiki sistem hukumnya untuk menangani 

kasus korupsi dengan lebih efisien. Hal ini termasuk memastikan 

bahwa hukum diterapkan secara adil tanpa memandang status 

atau kedudukan seseorang. 

 

Pembelajaran dari Kasus OCCRP 

1. Pentingnya Jurnalisme Investigasi 

Kasus ini menunjukkan peran penting jurnalisme investigasi dalam 

mengawasi kekuasaan. Meskipun laporan OCCRP mungkin 

menimbulkan kontroversi, keberadaan laporan semacam ini 

memberikan ruang untuk evaluasi terhadap pemimpin dan 

kebijakan yang diambil. 

2. Perlunya Dialog Terbuka 

Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya dialog terbuka antara 

pemerintah, masyarakat sipil, dan media untuk memastikan 

transparansi dan akuntabilitas. Dialog ini dapat menjadi platform 

untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif. 

3. Membuka Ruang untuk Perbaikan 

Daripada hanya menolak atau membela diri, pemerintah dan 

pemimpin yang mendapat kritik seperti ini sebaiknya melihatnya 

sebagai peluang untuk perbaikan. Kritik harus dijawab dengan 

langkah nyata, bukan hanya retorika, untuk menunjukkan 

komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

Penegasan Akhir 

Kasus OCCRP yang menempatkan nama Jokowi sebagai salah satu 

finalis koruptor dunia adalah refleksi dari tantangan tata kelola 

pemerintahan di Indonesia. Terlepas dari kontroversi yang ada, isu 

ini mengingatkan semua pihak tentang pentingnya menjaga 

integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. 
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Masa depan Indonesia yang lebih baik membutuhkan kolaborasi 

antara pemerintah, masyarakat, dan institusi lainnya untuk 

memperkuat demokrasi dan memberantas korupsi. 

 

Dampak Jangka Panjang Isu OCCRP terhadap Indonesia 

1. Tantangan Reputasi Global 

Laporan OCCRP yang menempatkan mantan Presiden Joko 

Widodo dalam daftar finalis "koruptor dunia" dapat memengaruhi 

persepsi internasional tentang Indonesia sebagai negara yang 

serius memberantas korupsi. Citra buruk ini berpotensi 

memengaruhi kepercayaan investor asing, mitra dagang, dan 

organisasi internasional terhadap stabilitas dan transparansi 

pemerintahan Indonesia. 

• Strategi Pemulihan: Pemerintah Indonesia perlu mengambil 

langkah diplomatik untuk memperbaiki citra di tingkat 

internasional. Misalnya, dengan memperkuat kolaborasi dengan 

lembaga anti-korupsi global, seperti Transparency International, 

dan menunjukkan transparansi dalam proses pemerintahan. 

 

2. Implikasi bagi Politik Nasional 

Tuduhan ini bisa menjadi isu sentral dalam dinamika politik 

Indonesia, terutama menjelang pemilu berikutnya. Beberapa 

dampaknya meliputi: 

• Polarisasi Politik: Kritik terhadap Jokowi dapat memicu polarisasi 

di masyarakat, di mana pendukung dan oposisi semakin 

memperkuat narasi masing-masing. 

• Peningkatan Skeptisisme Publik: Masyarakat mungkin menjadi 

lebih skeptis terhadap elite politik secara keseluruhan, yang dapat 

mengurangi partisipasi dalam pemilu dan kepercayaan terhadap 

lembaga demokrasi. 

• Konsolidasi Oposisi: Oposisi dapat menggunakan isu ini sebagai 

alat kampanye untuk mendiskreditkan koalisi politik yang masih 

memiliki afiliasi dengan Jokowi. 
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3. Peluang Perbaikan Sistemik 

Di tengah kritik, isu ini juga memberikan peluang untuk 

mendorong reformasi mendalam dalam tata kelola pemerintahan 

di Indonesia: 

• Peningkatan Transparansi Anggaran: Salah satu cara utama 

untuk menangkal tuduhan korupsi adalah dengan memperkuat 

sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Ini 

termasuk mempublikasikan laporan keuangan pemerintah secara 

rinci dan dalam waktu yang tepat. 

• Reformasi Sistem Pemilu: Untuk mencegah munculnya isu dinasti 

politik, regulasi yang lebih ketat terhadap konflik kepentingan 

dalam proses pemilu harus diterapkan. Termasuk pembatasan 

penggunaan jabatan untuk keuntungan politik pribadi atau 

keluarga. 

• Penguatan Pendidikan Politik: Meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang tata kelola pemerintahan dan pentingnya 

integritas politik akan mendorong keterlibatan publik dalam 

mengawasi kebijakan pemerintah. 

 

Analisis Peran Media dan Opini Publik 

1. Media sebagai Katalisator 

Media, baik lokal maupun internasional, memainkan peran penting 

dalam membentuk opini publik tentang isu OCCRP. Namun, bias 

dalam pemberitaan dapat memperburuk polarisasi di masyarakat. 

• Peran Media yang Bertanggung Jawab: Media perlu 

memprioritaskan pemberitaan yang berbasis fakta dan 

memberikan ruang yang setara bagi berbagai pihak untuk 

menyampaikan pendapat mereka. Hal ini akan membantu 

menciptakan diskusi yang lebih sehat dan berimbang. 

2. Pengaruh Media Sosial 

Di era digital, isu ini dengan cepat menyebar melalui media sosial, 

menciptakan berbagai narasi yang kadang sulit diverifikasi. 

Informasi yang salah atau manipulatif dapat memperkeruh 

suasana. 
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• Pendidikan Literasi Digital: Meningkatkan literasi digital 

masyarakat menjadi penting untuk mencegah penyebaran hoaks 

atau narasi palsu yang dapat memicu konflik sosial. 

 

Perspektif Ke Depan: Apa yang Harus Dilakukan? 

1. Komitmen Peningkatan Integritas 

Para pemimpin politik dan pemerintahan di Indonesia harus 

menunjukkan komitmen nyata terhadap nilai-nilai integritas. 

Langkah ini dapat mencakup deklarasi transparansi kekayaan 

pejabat, pelaporan hasil audit secara publik, dan memperkuat 

mekanisme perlindungan bagi whistleblower. 

2. Kolaborasi Multi-Pihak 

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan 

media diperlukan untuk membangun tata kelola pemerintahan 

yang lebih baik. Keterlibatan berbagai pihak akan menciptakan 

mekanisme pengawasan yang lebih efektif. 

3. Fokus pada Reformasi Institusi 

Reformasi yang berfokus pada penguatan institusi demokrasi, 

hukum, dan anti-korupsi perlu menjadi prioritas jangka panjang. 

KPK, pengadilan, dan lembaga legislatif harus dijamin 

independensinya untuk mencegah politisasi. 

 

Penutup: Momentum untuk Berbenah 

Kasus ini, meskipun kontroversial, harus dilihat sebagai panggilan 

untuk introspeksi dan perbaikan. Indonesia memiliki peluang besar 

untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ia mampu belajar dari 

kritik dan memperkuat demokrasi serta tata kelola 

pemerintahannya. Dengan langkah-langkah yang strategis dan 

kolaboratif, Indonesia dapat membalikkan situasi ini menjadi 

momentum untuk kemajuan yang lebih besar, baik secara nasional 

maupun internasional. 
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Dimensi Sosial dan Budaya dalam Isu OCCRP 

1. Dampak terhadap Kepercayaan Masyarakat 

Isu ini dapat memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah dan pemimpin politik, terutama di kalangan generasi 

muda. Dalam jangka panjang, krisis kepercayaan ini bisa berujung 

pada apatisme politik dan menurunnya partisipasi dalam proses 

demokrasi, seperti pemilu atau pengawasan publik terhadap 

kebijakan. 

• Solusi: Pemerintah perlu meningkatkan transparansi melalui 

keterbukaan informasi publik, dialog yang inklusif, dan melibatkan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mengembalikan 

kepercayaan. 

 

2. Relevansi dengan Budaya Politik Lokal 

Budaya politik patronase yang masih kental di Indonesia dapat 

menjadi faktor pendorong munculnya kritik internasional. Laporan 

OCCRP yang menyoroti dinasti politik Jokowi menggarisbawahi 

tantangan budaya patronase ini, di mana afiliasi keluarga atau 

kelompok sering kali menjadi faktor dominan dalam pengambilan 

keputusan politik. 

• Reformasi Budaya Politik: Perubahan budaya politik perlu 

diarahkan pada meritokrasi, di mana kompetensi dan integritas 

menjadi dasar utama dalam memilih pemimpin atau pejabat 

publik. 

 

3. Pengaruh pada Solidaritas Sosial 

Narasi yang berkembang di media tentang isu ini dapat 

memperburuk polarisasi sosial di antara kelompok pendukung dan 

oposisi Jokowi. Polarisasi ini berisiko memperlemah solidaritas 

sosial yang selama ini menjadi fondasi kuat dalam masyarakat 

Indonesia. 

• Pendekatan Inklusif: Untuk mengatasi dampak ini, pemerintah, 

tokoh masyarakat, dan media perlu mendorong dialog yang 

konstruktif dan mempromosikan nilai-nilai persatuan. 
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Pengaruh Ekonomi dan Investasi 

1. Dampak pada Stabilitas Ekonomi 

Laporan OCCRP dapat memunculkan persepsi negatif di kalangan 

investor asing, terutama jika dianggap mencerminkan lemahnya 

tata kelola pemerintahan di Indonesia. Ketidakpercayaan ini bisa 

berdampak pada penurunan aliran investasi asing langsung (FDI) 

yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. 

• Langkah Antisipasi: Pemerintah harus mengambil langkah cepat 

untuk memperkuat tata kelola ekonomi, seperti memperbaiki 

regulasi investasi, meningkatkan transparansi proyek infrastruktur, 

dan mempromosikan reformasi birokrasi yang lebih efisien. 

2. Keterkaitan dengan Kebijakan Anti-Korupsi 

Tuduhan terhadap Jokowi bisa memperkuat tekanan domestik dan 

internasional agar Indonesia mempercepat reformasi anti-korupsi. 

Reformasi ini, jika dijalankan dengan baik, dapat meningkatkan 

daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi yang lebih aman dan 

transparan. 

 

Pembelajaran dari Kasus Internasional 

Kasus ini dapat dijadikan pelajaran dari pengalaman negara lain 

yang menghadapi tuduhan serupa terhadap pemimpin mereka. 

Beberapa poin penting meliputi: 

• Korea Selatan: Mantan Presiden Park Geun-hye dijatuhkan dari 

jabatannya karena skandal korupsi. Pemerintah selanjutnya 

melakukan reformasi besar dalam kebijakan anti-korupsi untuk 

memulihkan kepercayaan publik. 

• Brasil: Kasus Operasi Car Wash (Lava Jato) yang melibatkan 

Presiden Lula da Silva menjadi momen besar untuk memperkuat 

sistem peradilan anti-korupsi. 

• Pelajaran bagi Indonesia: Indonesia dapat belajar dari negara-

negara ini dengan meningkatkan independensi lembaga hukum, 

mengurangi intervensi politik dalam sistem peradilan, dan 

mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. 
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Strategi Pemulihan Citra Indonesia di Kancah Global 

1. Diplomasi Publik yang Lebih Aktif 

Pemerintah Indonesia harus menggunakan diplomasi publik untuk 

memberikan klarifikasi terkait laporan OCCRP. Hal ini dapat 

dilakukan melalui perwakilan diplomatik di luar negeri, partisipasi 

dalam forum internasional, dan kampanye global yang 

mempromosikan upaya anti-korupsi Indonesia. 

2. Kolaborasi dengan Organisasi Internasional 

Bekerja sama dengan organisasi seperti Transparency International 

atau OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development) dapat membantu memperkuat kredibilitas reformasi 

yang dilakukan Indonesia. 

3. Fokus pada Kesuksesan yang Terukur 

Meningkatkan fokus pada pencapaian konkret, seperti peningkatan 

skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI), pengurangan ketimpangan 

ekonomi, dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan 

(SDGs), dapat menjadi langkah strategis untuk memulihkan citra 

Indonesia. 

 

Momentum untuk Reformasi Holistik 

Kasus ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki tidak 

hanya aspek tata kelola pemerintahannya, tetapi juga struktur 

sosial, budaya politik, dan ekonomi secara keseluruhan. Berikut 

adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil: 

1. Reformasi Kelembagaan: Memastikan lembaga-lembaga penting, 

seperti KPK, tetap independen dan memiliki kapasitas yang cukup 

untuk menjalankan tugasnya. 

2. Penguatan Regulasi Anti-Korupsi: Mengadopsi praktik terbaik 

internasional untuk memperkuat sistem pengawasan keuangan 

negara. 

3. Pendekatan Berbasis Teknologi: Memanfaatkan teknologi digital 

untuk menciptakan transparansi yang lebih baik, seperti melalui 
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sistem e-government dan pelaporan online untuk mencegah 

korupsi. 

 

Penutup: Jalan Menuju Perubahan 

Kontroversi OCCRP yang melibatkan Jokowi harus dilihat sebagai 

peluang untuk introspeksi mendalam bagi Indonesia. Dengan 

mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki tata 

kelola, memperkuat transparansi, dan mendorong partisipasi 

masyarakat, Indonesia dapat bangkit dari isu ini dengan lebih kuat 

dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Reformasi 

yang dilakukan tidak hanya akan memperbaiki reputasi Indonesia 

di dunia, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup seluruh 

rakyatnya. 

 

Perspektif Internasional terhadap Isu OCCRP dan Dampaknya 

1. Perbandingan dengan Pemimpin Dunia Lain 

Penilaian OCCRP terhadap Jokowi sebagai salah satu "koruptor 

dunia" membawa dampak pada persepsi global mengenai 

kepemimpinan di Indonesia. Dalam konteks internasional, ada 

beberapa perbandingan menarik: 

• Pemimpin Lain yang Disebutkan OCCRP: Daftar OCCRP juga 

mencakup tokoh-tokoh seperti Bashar al-Assad (Suriah) dan 

Gautam Adani (India). Assad dikenal karena skandal perang dan 

penyalahgunaan kekuasaan, sementara Adani terkait dengan 

tuduhan monopoli dan pengaruh politik di India. Dalam konteks 

ini, posisi Jokowi cenderung lebih terkait dengan aspek 

kelembagaan dibandingkan dugaan korupsi finansial langsung. 

• Reputasi Negara: Negara-negara dengan pemimpin yang masuk 

dalam daftar OCCRP sering menghadapi tekanan diplomatik dan 

tantangan dalam menjalin kerja sama internasional. Hal ini 

menunjukkan bahwa persepsi buruk terhadap satu tokoh dapat 

berdampak luas pada citra negara secara keseluruhan. 
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2. Pengaruh pada Hubungan Diplomatik dan Ekonomi 

Isu ini dapat memengaruhi hubungan diplomatik dan ekonomi 

Indonesia dalam beberapa cara: 

• Kepercayaan Mitra Dagang: Mitra dagang utama, seperti Uni 

Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, mungkin mempertanyakan 

integritas sistem pemerintahan Indonesia, khususnya dalam 

pengelolaan proyek infrastruktur besar yang melibatkan investasi 

asing. 

• Kerja Sama Internasional: Indonesia dapat menghadapi 

tantangan dalam meyakinkan negara-negara mitra untuk 

melanjutkan kerja sama pada isu-isu global seperti perubahan 

iklim, keamanan maritim, dan perdagangan. 

• Solusi yang Direkomendasikan: 

o Penegasan Komitmen Anti-Korupsi: Pemerintah perlu 

menunjukkan langkah konkret dalam pemberantasan 

korupsi, seperti melalui laporan transparansi periodik yang 

melibatkan lembaga internasional. 

o Meningkatkan Akuntabilitas Proyek Internasional: Setiap 

proyek yang melibatkan investasi asing harus diawasi secara 

ketat dengan mekanisme pelaporan yang dapat diakses 

publik. 

 

Implikasi Hukum dan Kebijakan Nasional 

1. Pemulihan Integritas KPK dan Sistem Peradilan 

Salah satu kritik utama dalam laporan OCCRP adalah pelemahan 

KPK selama pemerintahan Jokowi. Untuk mengembalikan 

kepercayaan publik dan internasional, diperlukan langkah-langkah 

berikut: 

• Reformasi Undang-Undang KPK: Mengembalikan kewenangan 

KPK yang independen, termasuk hak penyadapan, penyidikan, dan 

penuntutan tanpa intervensi dari pihak lain. 

• Pengawasan Eksternal: Melibatkan lembaga independen untuk 

mengawasi kinerja KPK dan institusi peradilan, guna memastikan 

transparansi dan akuntabilitas. 
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2. Penguatan Kebijakan Pencegahan Korupsi 

Selain penegakan hukum, langkah pencegahan korupsi harus 

menjadi prioritas. Kebijakan yang direkomendasikan meliputi: 

• Transparansi Anggaran: Semua anggaran pemerintah, termasuk 

pengeluaran proyek infrastruktur besar, harus dipublikasikan 

secara daring dalam format yang mudah diakses masyarakat. 

• Digitalisasi Sistem Pemerintahan: Sistem e-government dapat 

mengurangi potensi korupsi dengan meminimalkan interaksi 

langsung antara birokrat dan masyarakat. 

 

Respon Strategis Pemerintah 

1. Pengelolaan Narasi Publik 

Narasi negatif yang berkembang akibat laporan OCCRP harus 

dikelola dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan lebih lanjut 

pada citra pemerintah dan negara. Langkah-langkah yang dapat 

diambil meliputi: 

• Pernyataan Publik yang Terukur: Pemerintah dan mantan 

Presiden Jokowi dapat memberikan penjelasan yang transparan 

dan berdasarkan data untuk menjawab kritik dengan tenang dan 

rasional. 

• Melibatkan Ahli Independen: Pemerintah dapat meminta 

penilaian dari pakar independen, baik dari dalam maupun luar 

negeri, untuk memberikan pandangan obyektif tentang situasi ini. 

 

2. Memanfaatkan Kritik sebagai Peluang Perbaikan 

Isu ini dapat menjadi katalis untuk perbaikan yang lebih besar 

dalam tata kelola pemerintahan. Beberapa langkah strategis 

meliputi: 

• Penguatan Sistem Pelaporan Whistleblower: Memberikan 

perlindungan hukum bagi pelapor korupsi dapat mendorong lebih 

banyak orang untuk melaporkan penyimpangan tanpa rasa takut. 
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• Pengembangan Indikator Kinerja Anti-Korupsi: Pemerintah 

perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk 

menunjukkan keberhasilan dalam pemberantasan korupsi. 

 

Pendekatan Partisipatif: Melibatkan Masyarakat dalam Solusi 

1. Pendidikan dan Kesadaran Publik 

Masyarakat harus diberdayakan untuk memahami pentingnya 

integritas dalam pemerintahan. Kampanye kesadaran publik dan 

pendidikan anti-korupsi di sekolah dapat menjadi langkah awal. 

2. Mendorong Partisipasi Masyarakat 

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek-proyek publik 

dan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan transparansi. Ini 

dapat dilakukan melalui mekanisme seperti pelibatan komunitas 

lokal dalam audit sosial. 

 

Penutup: Melangkah ke Depan 

Isu OCCRP yang melibatkan Jokowi harus dijadikan sebagai 

momentum untuk introspeksi nasional. Dengan komitmen pada 

reformasi, penguatan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat, 

Indonesia dapat bangkit dari isu ini sebagai negara yang lebih 

kuat, transparan, dan dihormati di panggung internasional. 

Reformasi yang dijalankan dengan konsisten tidak hanya akan 

mengembalikan kepercayaan masyarakat, tetapi juga membuka 

jalan bagi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di 

masa depan. 

 

Analisis Psikososial: Dampak pada Persepsi Publik 

1. Pengaruh pada Moralitas Publik 

Isu yang melibatkan nama Jokowi dalam daftar OCCRP tidak hanya 

berdampak pada politik, tetapi juga pada moralitas publik. Dalam 

masyarakat yang memandang Jokowi sebagai pemimpin yang 

merakyat, tuduhan ini dapat menciptakan disonansi kognitif, yaitu 

konflik antara keyakinan terhadap integritas pemimpin dengan 

informasi baru yang bersifat negatif. 
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• Respon yang Dibutuhkan: Pemerintah dan komunitas akademik 

dapat mengedukasi masyarakat untuk memahami konteks tuduhan 

ini secara kritis, agar opini tidak terbentuk hanya dari asumsi atau 

emosi. 

2. Pola Perubahan Kepercayaan 

Skandal besar sering kali memicu perubahan pola kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan. Dalam 

kasus ini, ada risiko bahwa masyarakat mulai menganggap korupsi 

sebagai "normal," yang berbahaya bagi upaya pemberantasan 

korupsi. 

• Rekomendasi: Membangun narasi optimis dengan menunjukkan 

contoh keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti 

keberhasilan operasi besar KPK sebelumnya, dapat mengembalikan 

kepercayaan publik. 

 

Pendekatan Akademis: Peluang Penelitian Baru 

1. Studi tentang Dinasti Politik dan Dampaknya 

Isu dinasti politik yang menjadi salah satu poin kritik OCCRP 

membuka ruang bagi penelitian mendalam. Fokus studi dapat 

mencakup: 

• Hubungan antara dinasti politik dan kualitas tata kelola 

pemerintahan. 

• Persepsi masyarakat terhadap dinasti politik di negara 

berkembang. 

2. Evaluasi Kebijakan Anti-Korupsi di Era Jokowi 

Akademisi dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan anti-korupsi 

selama pemerintahan Jokowi. Studi ini dapat menjadi referensi 

untuk merekomendasikan reformasi lebih lanjut. 

3. Analisis Media dalam Pembentukan Opini 

Peran media, khususnya media sosial, dalam menyebarkan narasi 

terkait laporan OCCRP dapat menjadi fokus studi. Penelitian ini 

dapat mengeksplorasi bagaimana framing berita memengaruhi 

opini publik. 
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Perspektif Ekonomi: Risiko dan Peluang bagi Pembangunan 

1. Risiko terhadap Kepercayaan Investor 

Seperti disebutkan sebelumnya, tuduhan ini dapat memengaruhi 

kepercayaan investor asing. Namun, dampaknya dapat 

diminimalkan jika pemerintah mengambil langkah proaktif untuk: 

• Menghadirkan mekanisme pemantauan independen terhadap 

proyek-proyek besar. 

• Menyediakan laporan berkala tentang pengelolaan keuangan 

publik. 

2. Peluang untuk Meningkatkan Tata Kelola Bisnis 

Kasus ini juga menjadi peluang bagi sektor swasta untuk 

memperbaiki tata kelola mereka sendiri, dengan mendorong 

adopsi prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang 

lebih ketat. 

 

Peran Pemimpin Pasca-Tuduhan 

1. Menunjukkan Kepemimpinan Berintegritas 

Jokowi, meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden, dapat 

mengambil langkah untuk mempertahankan citra positifnya 

dengan: 

• Terbuka terhadap kritik dan mendukung investigasi independen. 

• Terlibat dalam dialog publik untuk menjelaskan posisinya secara 

langsung kepada masyarakat. 

2. Mendukung Reformasi yang Berkelanjutan 

Sebagai tokoh yang masih memiliki pengaruh besar, Jokowi dapat 

mendorong agenda reformasi kelembagaan yang lebih luas, 

termasuk penguatan KPK dan sistem peradilan. 

 

Isu Regional dan Ketahanan Nasional 

1. Tantangan di Level Regional 

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia sering dianggap sebagai 

salah satu negara dengan demokrasi terbesar. Tuduhan ini dapat 

mengurangi pengaruh Indonesia dalam memimpin inisiatif 
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regional, seperti ASEAN, terutama terkait isu tata kelola dan anti-

korupsi. 

• Rekomendasi: Pemerintah perlu memanfaatkan peran aktif 

Indonesia di ASEAN untuk menunjukkan komitmen nyata dalam 

reformasi tata kelola. 

2. Penguatan Ketahanan Nasional 

Korupsi memiliki hubungan erat dengan ketahanan nasional. 

Sistem yang lemah memungkinkan infiltrasi oleh aktor-aktor yang 

dapat merugikan keamanan negara. Isu ini menjadi pengingat 

untuk memperkuat sektor-sektor strategis, termasuk pertahanan 

dan keamanan, dengan memastikan bahwa pengelolaan anggaran 

dan proyek dilakukan secara transparan. 

 

Momentum Pendidikan Nasional 

1. Pendidikan Anti-Korupsi di Sekolah dan Perguruan Tinggi 

Isu ini dapat dijadikan momentum untuk memperkuat pendidikan 

anti-korupsi di semua tingkat pendidikan. Dengan cara ini, 

generasi mendatang dapat tumbuh dengan nilai-nilai integritas 

yang kuat. 

2. Pelibatan Generasi Muda dalam Reformasi 

Generasi muda Indonesia harus dilibatkan lebih aktif dalam 

program-program anti-korupsi. Program seperti hackathon untuk 

pengembangan teknologi transparansi (misalnya aplikasi 

pelaporan korupsi) bisa menjadi solusi kreatif. 

 

Penegasan Akhir: Indonesia di Persimpangan Jalan 

Kasus OCCRP bukan sekadar isu personal terhadap Jokowi, 

melainkan cerminan dari tantangan struktural yang masih dihadapi 

Indonesia dalam tata kelola pemerintahan. Namun, ini juga bisa 

menjadi momen penting bagi Indonesia untuk membuktikan 

komitmennya terhadap demokrasi, transparansi, dan 

pemberantasan korupsi. 

Dengan langkah strategis yang terukur, Indonesia dapat 

memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisi sebagai 
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negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan mitra terpercaya 

di kancah internasional. 

 

 

 

Glosarium 

 

1. Akuntabilitas 

Tanggung jawab seseorang atau lembaga dalam melaporkan, 

menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan tindakan atau 

keputusan yang telah diambil kepada pihak yang berkepentingan. 

2. Anti-Korupsi 

Kebijakan, tindakan, atau inisiatif yang bertujuan mencegah dan 

mengurangi korupsi, baik di tingkat pemerintahan, perusahaan, 

maupun masyarakat. 

3. Dinasti Politik 

Fenomena di mana jabatan politik atau kekuasaan dalam suatu 

negara cenderung diwariskan kepada anggota keluarga atau 

kerabat dekat, sering kali tanpa mempertimbangkan kompetensi 

atau meritokrasi. 

4. E-Government 

Sistem digital yang digunakan oleh pemerintah untuk 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan 

publik melalui teknologi informasi dan komunikasi. 

5. ESG (Environmental, Social, and Governance) 

Kriteria yang digunakan untuk menilai keberlanjutan dan dampak 

sosial suatu organisasi atau perusahaan, mencakup aspek 

lingkungan, sosial, dan tata kelola. 

6. Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) 

Indeks yang diterbitkan oleh Transparency International untuk 

mengukur persepsi publik terhadap tingkat korupsi di sektor publik 

suatu negara. 

7. Integritas 

Kualitas kejujuran dan prinsip moral yang kuat dalam tindakan 



Rudy C Tarumingkeng: Organized Crime and Corruption Reporting Project 

(OCCRP) – Tinjauan Akademik 

23 

individu atau institusi, terutama terkait pengelolaan sumber daya 

publik. 

8. Jurnalisme Investigasi 

Jenis jurnalisme yang berfokus pada penggalian informasi secara 

mendalam mengenai isu-isu penting, termasuk korupsi, kejahatan 

terorganisir, atau pelanggaran hak asasi manusia. 

9. Kelembagaan (Institutional Governance) 

Proses dan mekanisme yang digunakan oleh lembaga untuk 

menjalankan fungsinya dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip tata kelola yang baik. 

10. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Lembaga independen di Indonesia yang bertugas mencegah dan 

memberantas tindak pidana korupsi dengan kewenangan yang 

diatur oleh undang-undang. 

11. Meritokrasi 

Sistem yang menilai dan memberikan posisi berdasarkan 

kemampuan, kinerja, dan pencapaian individu, bukan berdasarkan 

hubungan keluarga, politik, atau status sosial. 

12. OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting 

Project) 

Organisasi jurnalisme investigasi yang fokus pada pengungkapan 

korupsi dan kejahatan terorganisir di seluruh dunia. 

13. Polarisasi Politik 

Pembelahan masyarakat ke dalam dua kelompok yang saling 

bertentangan secara ideologis atau politik, sering kali diperparah 

oleh informasi yang bias atau manipulatif. 

14. Reformasi Tata Kelola 

Upaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan organisasi atau 

pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien. 

15. Transparansi 

Prinsip keterbukaan yang memastikan informasi tersedia bagi 

publik untuk mendukung pengawasan terhadap proses 

pengambilan keputusan. 
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16. Whistleblower 

Individu yang melaporkan pelanggaran hukum, korupsi, atau 

penyimpangan yang terjadi di dalam suatu organisasi atau 

lembaga, sering kali dengan risiko pribadi yang besar. 

17. Supremasi Hukum (Rule of Law) 

Prinsip bahwa semua individu, institusi, dan entitas, termasuk 

pemerintah, tunduk pada hukum yang sama dan tidak ada yang 

kebal terhadap hukum. 

18. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) 

Kerangka kerja yang menekankan transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi publik, dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan. 

19. Korupsi 

Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, yang 

dapat mencakup suap, penggelapan, nepotisme, atau konflik 

kepentingan. 

20. Digitalisasi Sistem Pemerintahan 

Transformasi layanan pemerintah menjadi format digital untuk 

meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi bagi 

masyarakat. 
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